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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Tradisi Barang Hantaran Dalam Perkawinan 
Menurut Perspektif Hukum Islam”. Disusun oleh Heru Sunanda 
NIM. 1306002011050 pada Prodi Hukum Keluarga ( Ahwal Al-
Syakhsiyah ) Fakultas Agama Islam. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah tentang pemahaman maysrakat mengenai 
pemberian barang hantaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap tradisi barang hantaran dalam perkawinan yang dilakukan 
masyarakat Desa Aek Hitetoras. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi 
prektek pemberian barang hantaran  yang dilakukan masyarakat Desa 
Aek Hitetoras ketika dalam perkawinan. Manfaat yang menjadi objek 
pemberian barang hantaran ini adalah nilai rasa kasih sayang yang 
begitu mendalam dari pihak laki-laki kepada pihak peempuan.  
Kemudian pihak perempuan akan menerima nya dengan wajah cerah 
dan hati gembira. Dalam prakteknya pemberian ini dilakukan atas 
permintaan keluarga perempuan yang disepakati oleh kedua bela 
pihak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 
lapangan ( field reseach ). Penelitian ini juga didukung penelitian 
kepustakaan (library reseach) sebagai landasan teori atau 
perbandingan antara ketentuan dalam hukum Islam dengan kenyatan 
yang terjadi. Sedangkan untuk hasil pembahasan nya adalah 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah penulis melakukan 
penelitian maka dapat disimpulkan praktek pemberian barang hantaran 
dalam perkawinan hukumnya Mubah (boleh) karena ada ada 
kesepakatan dan kerelaan kedua bela pihak. Namun jika keluarga dari 
pihak laki-laki tidak mampu atau mengeha kebawah maka sebaiknya 
praktek ini dihindarkan saja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu 

juga manusia Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak 

memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan 

manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan 

peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. 

Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan. 

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah dikenal 

istilah perkawinan atau pernikahan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluaga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan 

mempelai, akan tetapi dengan adanya kebiasaan seperti ini yang 

melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang 

ini akan menjadi tambahan beban bagi mempelai pria khususnya bagi 

pria yang dari keluarga kurang mampu. Walaupun kebiasaan tersebut 

merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa 

setiap apa yang diberikan itu hanya untuk menyenangkan perasaan 

mempelai wanita.    

                                                           
1  Pasal 1 Undang-undang R.I Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan, 

(Bandung: Citra Umbara, 2013) h, 2 
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Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku 

pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Alah SWT, 

sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya. Istilah perkawinan merupakan istilah yang 

bersifat umum untuk seluruh makhluk hidup, maka penulis selanjutnya 

menggunakan kata pernikahan. 

Nikah menurut bahasa  al-jam’u dan al-dhamu yang artinya 

kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij 

yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u  -zaujah) 

bermakna selama-lamanya. Defenisi yang hampir sama dengan di atas 

juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari 

bahasa Arab “nikahun” yang merupakan   tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata 

nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa 

Indonesia. Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serahterima 

antara laki-laki dan prempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan 

satu sama lainya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga 

yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.2 

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus 

dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan 

dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu 

                                                           
2  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), hlm. 6-7 
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akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat 

beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun 

dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad 

nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya 

kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun 

pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik 

sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena 

keduanyalah yang akan menjalani pernikahan.  

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam 

pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar dalam Al-Qur’an tidak 

ditemukan, yang digunakan adalah kata shadaqah sebagaimana dalam 

Al-Qur’an  surat An-Nisa ayat: 4 

                               

     

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.3 

 

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan 

pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang 

wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon 

                                                           
3 Dapertemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,( Bandung: : Sinar Baru 

Algensindo 2012) h 77 
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suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada 

calon suaminya.4 

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan 

seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah 

hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami 

kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, 

walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah 

apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali 

dengan rida dan kerelaan istri. Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah 

diserah terimakan dari pihak suami pada pihak istri, maka sepenuhnya 

mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam 

wewenang istri.  

Para Fuqaha’ sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai 

pemberian mahar. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan si 

calon suami untuk memberi. Akan tetapi seyogyanya juga tidak 

berlebihan karena hal itu akan mendatangkan sikap berpaling dari 

pernikahan yang akan diikuti orang secara umum. Allah berfirman QS. 

An-Nisa: 25 

                          

                              

                     

                                                           
4  Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka 

Setia, 1999), h. 105 
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                        

                            

                  

Artinya. Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi 
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak 
yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu 
adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka 
dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut 
yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, 
bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain 
sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan 
kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka 
atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka 
yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-
orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan 
zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.5 

 

Segala sesuatu yang dapat dinilai secara material dapat 

dijadikan mahar. Para ahli Fiqih sepakat bahwa harta yang berharga 

dan patut dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, 

takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar 

karena bernilai materi dalam pandangan syara’. Dan sebaliknya, 

sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan material dan bukan merupakan 

harta benda yang layak tidak dapat dijadikan mahar. Seperti kata-kata 

atau janji untuk setia, khamar, bangkai dan sebagainya. 

Akan tetapi ada pendapat lain bahwa sesuatu yang bermanfaat 

dapat dijadikan mahar sekalipun tidak dapat dinilai dengan material, 

                                                           
5 Depertemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahan,(Bandung: Sinar 

Baru Algensindo 2012). h 65 
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seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur’an yang juga bermanfaat.6 

 Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syairazi, berdasarkan firman 

Allah QS.Al-Qashas: ayat 27 

                                

                             

           

Artinyaberkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas 
dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, 
Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan 
mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".7 

 

Berdasarkan hal-hal di atas, syarat sah mahar adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau 

babi dan sejenisnya yang jelas barang haram. 

2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah 

dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun 

yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah 

yang tidak ditentukan. 

3. Mahar dimiliki dengan pemilikan  sempurna. Syarat ini mengecualikan 

pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang 

                                                           
6  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, 

Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah 2009). h. 183 
7  Opcit, h. 385 
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dibeli tetapi belum diterima, pemilikan yang kurang atau tidak sempurna,  

tidak sah dijadikan mahar. 

4. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada 

kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut. 

Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang 

memiliki tradisi Barang Hantaran. Ini di luar mas kawin yang disebutkan 

secara terang-terangan saat pihak keluarga calon mempelai pria melamar 

calon mempelai wanita. 

Ketetapan uang hantaran yang di minta calon mempelai wanita 

ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan yang dilakukan masyarakat 

bersuku Jawa Desa Aek Hitetoras. Keluarga calon mempelai pria harus 

memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin 

biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah 

standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang 

tidak besar, yaitu dua hingga lima gram atau seperangkat alat Shalat. 

Tradisi masyarakat Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Setiap pernikahan identik dengan 

adanya Barang Hantaran dari calon mempelai pria ke rumah mempelai 

wanitanya. Barang Hantaran  ini dianggap sebagai bagian dari mahar, 

selain mas kawin yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon 

mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Barang 

Hantaran ini biasanya berupa perlengkapan kamar seperti lemari, 
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tempat tidur, lemari hias yang  dibawa dalam rombongan besar 

lamaran dari pihak calon mempelai pria. 

        Tradisi Barang Hantaran ini menjadi sebuah keharusan bagi 

seorang mempelai pria yang hendak melakukan perkawinan yang telah 

di minta oleh keluarga calon mempelai wanita. Sehingga, dengan 

adanya tradisi tersebut, mempelai pria harus berusaha memenuhi 

Barang Hantaran, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak 

mampu. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya 

melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus 

bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan Uang, sehingga 

pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu 

mengumpulkan uang untuk membeli barang hantaran  tersebut. 

Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Desa 

Aek Hitetoras, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun disiplin 

ilmu Sosiologi Antropologi. Karena itulah penelitian ini merupakan 

penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Aek 

Hitetoras. Penelitian tentang tradisi pemberian mahar berbentuk barang 

hantaran berupa perlengkapan rumah tangga ini  dilakukan sebagai 

studi kasus. 

Berdasarkan paparan penulis di atas, hal tersebutlah yeng 

membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, “Tradisi 

Barang Hantaran dalam Perkawinan Perspektif Menurut Hukum 
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Islam” (Study Kasus di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatera Utara) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis 

mengangkat Pokok-Pokok Permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan Barang 

Hantaran dalam perkawinan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara? 

2. Bagaimana Tradisi Barang Hantaran  dalam perkawinan Menurut 

Pandangan Hukum Islam di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

a. Mengetahui pemahaman Masyarakat terhadap tradisi barang hantaran 

dalam perkawinan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatera Utara. 

b. Bagaimana tradisi penyerahan  Barang Hantaran dalam perkawinan 

menurut pandangan hukum Islam di Desa Aek Hitetoras Kecamatan 

Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat Penelitian ini memberikan data deskriptif 

tentang tradisi pemberian barang hantaran dalam perkawinan 

berbentuk  perlengkapan kamar. 

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum di Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah  Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) 

b. Bagi Masyarakat 

Terutama masyarakat Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana sebelumnya penelitian sejenis 

belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi 

dokumen pertama bagi Desa Aek Hitetoras. Sebagai masukan dengan 

harapan bisa merubah tradisi tersebut secara bertahap.  

c. Bagi Kalangan Akademis 

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di 

kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa 

yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak 

penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya. 
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3. Penjelasan Judul  

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang 

terkandung dalam judul tersebut, maka penulis mengemukakan makna 

dari kata-kata tersebut: 

1. Tradisi   : Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek 

moyang) yang  masih dijalankan didalam masyarakat. 

2. Barang Hantaran : Suatu pemberian yang diberikan oleh mempelai  

pria untuk mempelai wanita di dalam perkawinan berupa perlengkapan 

kamar. 

3. Perkawinan : Akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidjan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

Ibadah8 

4. Hukum Islam : Perintah Allah dan Rasul yang berhubungan 

dengan hukum perbuatan mukallaf berupa tuntutan, pilihan dan 

ketentuan9 

Dari makna kata-kata di atas maka yang penulis maksud dari judul 

ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap barang hantaran di dalam 

perkawinan yang terjadi di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

 

                                                           
8  Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: 2000) hlm. 14 
9 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, ( 

Padang : Angkasa Raya, 1993), Cet.ke-2,h 19  
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4. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulisan karya ilmiah 

ini di uraikan dalam lima Bab dengan Sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang 

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, 

manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan 

Bab II Kajian teoritis yang terdiri dari pengertian mahar,dasar 

hukum mahar,rukun dan syarat mahar,hikmah mahar; 

Bab III Tinjauan langsung desa Aek Hitetoras Kecamatan 

Marbau meliputi letak-letak geografis dan demografis, kondisi 

ekonomi dan sosial budaya kemasyarakatan dan keagamaan    

Bab IV Hasil Penelitian menerangkan tentang paparan data dan 

analisis data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak 

geogarafis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, adat 

istiadat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan. Tentang 

pelaksanaan tradisi penyerahan uang hantaran dalam perkawinan di 

Desa Aek Hitetoras, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

berkaitan dengan tradisi penyerahan barang  hantaran perkawinan. 

Juga menerangkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi 

penyerahan  barang hantaran dalam perkawinan di Desa Aek Hitetoras. 

Juga menerangkan tentang tradisi penyerahan barang Hantaran dalam 

perkawinan perspektif hukum Islam  
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Bab V Merupakan bab penutup,yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pernikahan 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 

1974 tentang perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. 10  

Menurut Sajuti Salib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang 

suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, 

santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan 

menurut Imam Syafi’i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya 

menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.11  

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, pada 

hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk 

sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari 

aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan didasarkan pada 

                                                           
10 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,  

1996) h 2 
11 ibid 
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norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga 

bersumber dari hukum tuhan yang tertuang dalam hukum agama.12 

 Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam ilmu 

fikih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah “ikatan yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta 

bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”. Dalam padangan 

umat Islam pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dalam 

pergaulan, sebagai perbuatan yang mulia dalam mengatur kehidupan 

berumah tangga. Pernikahan  juga merupakan merupakan pertalian 

seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia.13 

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antara suami istri, 

melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang 

nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari 

kedua bela pihak, kedua keluarga dari masing masing pihak menjadi 

satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, 

serta menjaga dari kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan 

pernikahan bahkan seseorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan 

dari hawa nafsu.14  

                                                           
12 Ibid  
13 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta,1993) h 355 
14 Ibid 356 
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Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) telah dirumuskan bahwa pengertian hukum Islam adalah 

akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholizhon untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu 

pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah15  

Ada beberapa defenisi yang dikemukakan, tetapi seluruh 

definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya 

berbeda. Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebut 

lafadz yang dipergunakan pada akad tersebut, yaitu harus lafadz nikah, 

kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam defenisi ulama Mazhab 

Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafazd 

yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang 

wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti 

lafadz hibah.16  

Untuk menyatukan kedua defenisi diatas, Abu Zahrah 

mengemukakan defenisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya 

hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling 

tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksud 

Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah 

                                                           
15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia,(Jakarta : Akademika 

Presindo,1995) h 14 
16 Ibid, 115 
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SWT dan RasulNya. Dengan demikian pernikahan menurut hukum 

Islam pada perinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati 

perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak 

hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan dan wanita untuk 

membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, 

melainkan juga memenuhi kebutuhan ukhrawi (akhirat) dikemudian 

hari.17  

B. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Pernikahan adalah perbuatan hukum oleh karena itu akan 

mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali 

kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, 

sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku 

(hukum Positif), yaitu berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: 

“pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”.18 Sedangkan menurut 

pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.19  

                                                           
17 Tim Redaksi, Enksklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1996), h 132-133 
18 Mubarok Jaih, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung, 

Pustaka Bani Quraisy),hal 32 
19 Ibid, h 33 
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Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang 

pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu : 

pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang 

ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. 

Dalam rangka mewujudkantujuan pernikahan yaitu 

menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka pernikahan 

dilakukan dengan syarat yang ketat. Syarat-syarat sahnya pernikahan 

terdapat dalam Undang-Undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 

sebagai berikut : 

Pasal 6 

(a)Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon 

mempelai. (b)Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum 

mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang 

tua. (c) Dalam hal salah seorang dari orang tua meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (d) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan 

kehendaknya. 

(e). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dalam keadaan 

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
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darah dalam garis keturuan keatas selama mereka masih hidup dan 

dapat menyatakan kehendaknya. 

(f). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebutdalam ayat (b), (c) dan (d) pasal ini, atau salah seorang atau 

lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan pernikahan atas permintaan tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang tersebut 

dalam ayat (b), (c) dan (e) pasal ini. (g). Ketentuan tersebut ayat (a) 

sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan 

tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

(a) Pernikahan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai 16 

(enam belas tahun). (b)Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (a) 

pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

(c)Ketentuan-ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang 

tua dalam pasal 6 ayat (c) dan(4) Undang-undang. 

dengan ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (b) 

pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (f). 
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Pasal 8 

Pernikahan dilarang antara dua orang yang: 

(a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke 

atas; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

(b) antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 

ibu/bapak titi; (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan 

dan bibi/paman susuan; (e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi 

atau kemenakan dari istri dalm hal seorang suami beristri lebih dari seorang. (f) 

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan  lain yang berlaku, 

dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang telah terikat tali pernikahan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat 

(2) dan dalam  pasal 4 Undang –Undang ini.  

Pasal 10 

Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan 

yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka 

tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-

masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain.  

Pasal 11 
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(a). Bagi seorang yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu 

tunggu.(b)Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatuer 

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 4 bahwa 

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam Pasal 

14 sampai pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada: 

(a) Calon Suami; (b) Calon Isteri: (c) Wali Nikah; (d) Dua orang saksi 

dan; (e) Ijab dan Kabul. 

Pasal 15 

(a).Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 

pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun 

dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (b)Bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin 

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 

tahun1974. 

Pasal 16 
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(a). Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (b). Bentuk 

persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata 

dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak 

ada penolakan yang tegas. 

Pasal 17 

(a). Sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat 

Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di 

hadapan dua saksi nikah. (b) Bila ternyata pernikahan tidak disetujui 

oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat 

dilangsungkan. (c) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara 

atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau 

isyarat yang dapat dimengerti. 

Pasal 18 

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur 

dalam bab VI 

Pasal 19 

Wali calon suami dalam pernikahan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya. 
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Pasal 20 

(a). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (b) Wali nikah 

terdiri dari: (c) Wali nasab; (d) Wali hakim.  

Pasal 21 

(a)Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain 

sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai 

wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki kandung ayah, kakek dari 

pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki 

kandung atau saudara laki-laki ayah, dan keterunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan 

keturunan laki-laki mereka, keempat, kelompok saudara laki-laki 

kandung kakek, saudra laki-laki seayah dan keturunan laki-laki 

mereka. 

(b).Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 

orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak 

menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan 

calon mempelai wanita. 

(c).Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya 

yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari 

kerabat yang seayah. 
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(d). Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni 

sama-sama derajat kandung sama-sama kerabat seayah, mereka sama-sama berhak 

menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi sayarat-

syarat wali. 

Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak 

memenuhi syarat sebagi wali nikah atau oleh karena wali nikah itu 

menderita tuna wicara, tuna runggu atau sudah udzur, maka hak 

menjadi wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat 

berikutnya.  

Pasal 23  

(a)Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.(b) Dalam hal wali adlal atau enggan 

maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan 

pengadilan agama tentang wali tersebut. 

Pasal 24 

(a)Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. 

(b)Setiap pernikahan harus disaksikan dua orang saksi 

Pasal 25 
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Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-

laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau 

tuli 

Pasal 26 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 

serta menandatangani akta akad nikah pada waktu dan ditempat akad 

nikah dilangsungkan.  

Pasal 27 

Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu. 

Pasal 28  

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah 

yang bersangkutan, atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.  

Pasal 29 

(a). Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai 

pria secara pribadi. (b) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah 

dapat diwakilkan kepada pria dengan ketentuan calon mempelai pria 

memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas 

akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (c) Dalam hal calon 

mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, 

maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. 

Pasal 30  
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Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

Pasal 31 

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan 

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. 

Pasal 32 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan 

sejak itu menjadi hak milik pribadinya. 

Pasal 33   

(a). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (b) Apabila 

calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh 

ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian mahar yang  belum 

ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria. 

Pasal 34 

(a).  Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun 

dalam pernikahan.(b) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada 

waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu 

pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang, tidak mengurangi 

sahnya pernikahan. 

Pasal 35 
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(a). Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib 

membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (b) 

Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar 

belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. 

Pasal 36  

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat 

diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan 

barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai 

denganharga barang mahar yang hilang. 

Pasal 37 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar 

yang ditetapkan, penyelesaiannya dianjurkan ke pengadilan agama. 

Pasal 38 

(a). Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau 

kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa 

syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. (b) Apabila isteri menolak 

untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya 

dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum 

diserahkan, mahar masih diangap belum dibayar 

C. Pengertian Mahar  

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr, jamaknya al-muhur 

atau al-muhurah. Menurut bahasa, kata al-mahr bermakna al-shadaq yang dalam 
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bahasa indonesia lebih umum dikenal dengan “mas kawin” yaitu pemberian wajib 

dari calon suami kepda calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah di 

antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami isteri.20  

Shadaq atau  mahar diambil dari kata as-shidqu yang artinya kesungguhan 

atau kebenaran karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi 

wanita yang diinginkan tersebut. Sedangkan, mahar yang diberikan tersebut 

sebagi ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya.21   

Sedangkan mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, 

yaitu : mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, uqar dan alaiq. Keseluruhan 

kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang 

diterima.22  

Menurut HAMKA bahwa kata shidaq atau shaduqat dari rumpun kata 

shidiq, shadaq, bercabang juga dengan kata shadaqah. Dalam maknanya 

terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan 

putih hati, hati yang suci, muka jernih dari suami kepada calon isteri. Arti yang 

mendalam bahwa mahar itu adalah laksana cap atau stempel karena nikah sudah 

dimateraikan.23  

Kamal Muchtar mengatakan mahar adalah pemberian wajib 

yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya 

                                                           
20 Dapertemen Agama RI, Ensiklopedi Islam diindonesia,( jakarta: CV. 

Anda Utama, 1993) h 667 
21 Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul.(Jakarta : Gema Insani 2006) h 672 
22 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh 

Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta Prenada Media Group, 2006 h 
84-85 

23 HAMKA ,Tafsir Al-Azhar, Juz IV, jakarta : Yayasan Nurul Islam, 1981, h 
294  
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di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan 

kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.24   

Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian 

yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri 

disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.25 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh 

setiap calon suami yang akan menikahi calon isteri sebagai tanda 

persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, 

jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi isteri yang menerimanya, bukan 

hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang 

berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan. 

D. Dasar Hukum Mahar 

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, 

untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua 

suami isteri.  Hal ini berdasarkan Al-Qur’an dan hadits sebagaimana yang 

tercantum dalam surat An-Nisa ayat 4 :   

                                          

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan  kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
                                                           

24 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, jakarta : 
bBualan Bintang, 1974 h 78 

25 Mustafa Kamal Phasa, Fikih Islam, Jogjakarta : Citra Kasra Mandiri, 2009 
h 2009, h 274 
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dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.26 

 Dalam ayat yang lain namun surat yang sama juga disebutkan ayat ke 
24 : 

                        

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) 
di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban.27 

Ayat ini menegaskan bahwa letak kehalalan memperoleh 

kenikmatan dari isteri yang dinikahi  menjadi sempurna bila telah 

diberikan hak wanita itu berupa maharnya. 

Dalam hadits juga dijelaskan tentang mahar sebagai berikut :  

هِ قَالَ , عَنْ أبَِيهِ , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ  ِ صلى الله عليه وسلم : عَنْ جَدِّ َّဃَ ُأيَُّمَا امِْرَأةٍَ نكََحَتْ عَلىَ ( قاَلَ رَسُول

فهَُوَ , الَنكَِّاحِ  وَمَا كَانَ بعَْدَ عِصْمَةِ , فَهُوَ لهََا, قبَْلَ عِصْمَةِ الَنكَِّاحِ , أوَْ عِدةٍَ , أوَْ حِبَاءٍ , صَداَقٍ 

جُلُ عَليَْهِ ابِْنَتهُُ , لِمَنْ أعُْطِيَهُ    وَالأْرَْبَعَةُ إلاَِّ الَتِّرْمِذِيَّ , رَوَاهُ أحَْمَدُ )  أوَْ أخُْتهُُ , وَأحََقُّ مَا أكُْرِمَ الَرَّ

Artinya: Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Siapapun perempuan yang menikah dengan maskawin, 
atau pemberian, atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua 
menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia 
menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi 
pemberian ialah puterinya atau saudara perempuannya." Riwayat 
Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. 28 

كَانَ صَدَاقهُُ : سَألَْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ الَنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اɍََِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَتْ : ( أنََّهُ قاَلَ ; وَعَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الَرَّحمَْنِ 
فَـهَذَا , نِصْفُ أوُقِيَّةٍ فتَِلْكَ خمَْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ : قاَلَتْ   لاَ : قُـلْتُ : قاَلَ ? أتََدْريِ مَا الَنَّشُّ : قاَلَتْ  لأَِزْوَاجِهِ ثنِـْتيَْ عَشْرَةَ أوُقِيَّةً وَنَشčا
  رَوَاهُ مُسْلِمٌ    )صَدَاقُ رَسُولِ اɍََِّ صلى الله عليه وسلم لأَِزْوَاجِهِ 

Artinya : Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Radliyallaahu 
'anhu berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah r.a: Berapakah 
maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Ia berkata: 
                                                           

26 Depertemen Agama RI, loc,cit h 77 
27 Ibid  h 82 
28 Al-Hafidh Bin Hajar Asqalani, bulughul maram, (Balai Buku,Surabaya, 

1990) h 443 
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Maskawin beliau kepada istrinya ialah dua belas uqiyyah dan nasy. 
Ia bertanya: Tahukah engkau apa itu nasy? Ia berkata: Aku 
menjawab: Tidak. 'Aisyah berkata: Setengah uqiyyah, jadi semuanya 
lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Sallam kepada para istrinya. Riwayat Muslim. 29 

   وَصَحَّحَهُ اَلحْاَكِمُ , أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ    )خَيـْرُ الَصَّدَاقِ أيَْسَرهُُ ( قاَلَ رَسُولُ اɍََِّ صلى الله عليه وسلم : وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ 

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik 
maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan 
dinilai shahih oleh Hakim. 30 

 

E. Macam-Macam dan Syarat-syarat Mahar 

1. Macam-Macam Mahar 

a. Mahar Musamma 

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau yang sudah 

dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Ulama fikih sepakat 

bahwa, dalam pelaksanaannya  mahar musamma harus diberikan secara 

penuh apabila. 

1). Telah bercampur ( bersenggama ) antara suami isteri 

2). Salah satu dari suami-iteri meninggal. Demikian menurut ijma’ 

mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami iteri 

telah bercampur, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab 

tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira gadis 

ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau 

isteri dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. 

                                                           
29 Ibid h 442 
30 Ibid 446 
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b. Mahar mitsil  ( sepadan ) 

Mahar mitsli yaitu mahar yang disebut besar kadarnya pada 

saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang 

diukur ( sepadan ) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga 

terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan 

status sosial, kecantikan, dan sebagainya. 

Bila terjadi demikian mahar itu disebut besar kadarnya pada 

saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu mengikuti 

maharnya saudara pengantin wanita (bibi, bukde), uwa perempuan. 

Apabila tidak ada, mahar mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain 

yang sederajat dengan dia. 

2. Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

a. Harta bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak 

berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, 

akan tetapi apabila mahar sedikit maka tetap sah. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan 

khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga. 

c. Barangnya  bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang 

milik orang lain tanpa seizinnya. Namun tidak bermaksud memilikinya 

karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar 

dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. 
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d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar denagn 

memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan 

jenisnya.  

5. Hikmah Mahar 

Mahar sebagai salah satu sistem dan aturan yang ditetapkan 

Allah untuk para hambanya juga memiliki hikmah yang 

dikehendakinya. Yang terungkap bagi kita, diantara hikmah dari mahar 

itu adalah sebagai berikut.  

1. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita, artinya di dunia ini, baik 

dahulu maupun sekarang, tidak ada satu sistem yang mengakui hak-hak 

wanita dan menempatkan mereka pada tempatnya yang layak selain Islam 

dan aturan Islam, hal itu tidak lain karena sistem Islam dan sistem  

Rabbani, bersumber dari tuhan penguasa manusia dan penciptanya, 

pengatur semua urusannya, sesuai dengan keadaan khusus pribadi masing-

masing dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun 

wanita. 

2. Hikmah mahar adalah menunjukkan pentingnya posisi akad ini, dan untuk 

menghormati serta memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi 

pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan 

niat yang baik dan berlangsungnya perkawinan. Dengan adanya mahar, 
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seorang   perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan 

yang terdiri dari pakaian dan nafkah.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

31 Wabah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Pernikahan, (Jakarta : 
Gema Insani,  

2011) Cet 1 h 230  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada pembahasan ini 

yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang dapat dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan model yang 

digunakan sangat beragam. Peneltian kualitatif ini menggunakan latar 

alamiah dengan maksud menterjemahkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontek sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.  32 

Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah 

“prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.”33  

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berupa 

tulisan dan kata-kata yang berasal dari sumber atau informasi yang 

dapat dipercaya.34 Pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 

                                                           
32 Haris Herdiansyah. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu 

sosial.(Jakarta: salemba humanika 2010)  h.9 
33 ibid,. 
34 Basrowi Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif .( Jakarta 

:Rineka Cipta  2008) h.21  
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lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang lingkungan sekitarnya. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah karena tidak 

dibenarkan mengubah ataupun memanipulasi data hasil penelitian dan  

dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Aek Hitetoras 

kecamatan Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera 

Utara. Waktu observasi dimulai dari Tanggal 4 sampai 15 Mei 2017. 

Sedang waktu peneltian dilakukan selama 6 bulan dimulai dari tanggal 

15 juni sampai 1 Desember 2017 

C. Sumber Data  

Untuk mendapatkan data tentang  penyerahan barang hantaran 

yang dilakukan dalam perkawinan di Desa Aek Hitetoras, maka 

penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian adalah dengan mengamati 

setiap rangkaian aktivitas proses penyerahan barang hantaran yang ada 

di samping mewawancarai subjek yang dijadikan sampel dan para 

tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pemerintah Desa Aek Hitetoras 

yang dianggap perlu dalam penulisan ini. Berikut Nama-Nama yang 

dijadikan sumber dalam wawancara penelitian skripsi ini: 

No Nama-Nama      Kedudukan 
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Responden 
1 Binanga Siregar Petuah adat 

Mandailing 
2 Paidi Petuah adat jawa 
3 Husnul Azmi Ritonga Ustadz 
4 Temon  Kepala Dusun 

VIII  
5 Ponijan  Kepala Dusun 

VII 
6 Suwardi  Kepala Dusun VI 
7 Syaipul Bahri 

Nasution 
Warga  

8 Fadly Sitorus Warga 
9 Soleh Ilham Dani 

Ritonga 
Warga  

 

D. Tehknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis, mengadakan, 

pencatatan secara sistematis mengenai tingakh laku dengan melihat, 

mengamati individu secara langsung.35 Menurut Nasution observasi adalah “ 

dasar semua ilmu pengetahuan.” Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi.36  Metode ini penulis gunakan untuk mengamati, mendengarkan, dan 

mencatat langsung proses dan sistem penyerahan barang hantaran dalam 

perkawinan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Matbau Kabupaten Labuhan 

Batu Utara. 

2. Interview ( wawancara ) 

                                                           
35 Ibid h 94 
36 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif dan R&D. 

(Bandung : Alfabeta 2010)  h. 226 
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Interview atau wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi. Maksud dari 

penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan proses penyerahan barang hantaran dalam perkawinan. Pengumpulan 

data yang dilakukan dengan interview atau wawancara dilakukan secara 

terjadwal dan wawancara tidak terjadwal. Adapun wawancara terjadwal adalah 

wawancara yang dilakukan setelah adanya persetujuan dengan objek penelitian 

untuk diwawancarai. Wawancara tidak terjadwal adalah wawancara yang 

dilakukan terhadap objek penelitian dan orang orang yang terkait dengan 

penelitian ini tanpa adanya persetujuan untuk diwanwancarai terlebih dahulu.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sarana yang membantu peneliti dalam pengumpulan 

dan mencari data dengan cara membaca bahan-bahan mengenai informasi yang 

dibutuhkan, seperti surat undangan serta musyawarah keluarga kedua 

mempelai. Metode ini penulis gunakan sebagai bukti dari keabsahan data 

tentang barang hantaran dalam perkawinan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan 

Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. 

E. Metode Analisis Data  

Metode analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. 

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang telah dimulai sejak 

dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan 

berlangsung sampai hasil penelitian. Proses pengumpulan data dan 
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analisis data pada praktek tidak mutlak dipisahkan. kegiatan itu kadang 

berjalan secara bersamaan, artinya hasil pengumpulan data kemudian 

ditindaklanjuti dengan pengumpulan data ulang. Analisis data dalam 

peneltian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan dan setelah proses pengumpulan data. 

Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk 

mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan 

mendalam sampai keakar-akarnya. Data yang dikuasai bukanlah secara 

random ataupun mekanik tetapi dikuasai oleh pengembangan hipotesis. 

Apa yang ditemukan pada suatu saat adalah suatu pedoman yang 

langsung terdapat apa yang dikumpulkan berikutnya dan akan dicari. 

Menurut Bodgan analisis data dalam penelitian kualitatif  adalah 

proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkif 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan 

untuk meningatkan pemahamahan untuk bahan-bahan tersebu tagar 

dapat diinterpretasikan temuannya pada orang lain.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan  

dan  dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintensa, 

menyusun pola, memilih mana yang penting   dan  akan dipelajari, 
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serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain.37  

Analisis data kualitatif juga dilakukan dengan cara induktif 

yaitu data yang diperoleh ketika wawancara diolah dengan 

memperjelas kalimat atau kata-kata yang bersifat khusus menjadi kata 

yang bersifat umum agar mudah dibaca dan dipahami orang lain. 

Analisis data secara induktif dilakukan dengan beberpa alasan yaitu : 

1. Seleksi data yaitu data yang dikumpulkan diseleksi satu demi satu sehingga 

jelas mana yang bisa diolah mana yang tidak bisa diolah dengan tujuan 

menghindari masuknya data yang tidak penting atau relevan sehingga tujuan 

asli dari penelitian tidak terfokus. 

2. Deskriptif adalah menyajikan apa adanya tanpa menambah ataupun 

mengurangi dan tidak adanya campur tangan dari peneliti, diperoleh dari 

hasil wawancara dan observasi penulis sebagaimana adanya dengan bahasa 

yang mudah dipahami. 

3. Deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan suatu pernyataan yang berifat 

umum kepada yang bersifat khusus dengan memakai logika tertentu, setelah 

data diseleksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan dengan cara 

menjadikan pertanyaan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus 

sehingga hasil yang diperoleh dapat dengan mudah dipahami. 

Adapum proses analisis data sebagai berikut :  

1. Reduksi data ( Data Reduction ) 

                                                           
37 Sugiyono op.cit h. 335 



49 

 

Meringkas, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan menyisihkan yang tidak perlu. 

2. Penyajian Data ( Data Display )    

Penyajian data dapat juga dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan 

sejenisnya maka data akan terorganisasikan sehingga akan mudah dipahami 

karena data yang sudah direduksi dan diklarifikasikan berdasarkan 

kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan ada penarikan 

kesimpulan.  

3. Verifikasi ( concluding Drawing ) 

Verifikasi merupakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

1. Latar belakang dan letak geografis 

Desa Aek Hitetoras merupakan salah satu desa yang terdapat di 

Kecamatan  Marbau. Kabupaten labuhanbatu utara dan luas desa ini 

secara rinci adalah 2,400 Ha. Jarak Desa Aek Hitetoras ke ibu kota 

kabupaten 40 Km. Sedangkan jarak ke ibu kota Propinsi 309 Km. 

Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi 7 jam sedangkan waktu tempuh ke 

ibu kota kabupaten 2 jam perjalanan. Adapun batas-batas wilayah Desa 

Aek Hitetoras adalah :  

1) Sebelah Utara  : Kecamatan Aek Kuo 

2) Sebelah Selatan  : Desa Belungihit 

3) Sebelah Timur  : Kecamatan Bila Hilir 

4) Sebelah Barat    : Kecamatan Aek Kuo 

Desa Aek Hitetoras terdiri dari daratan rendah yang terletak 

pada ketinggian 56 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata harian  

33 derejat celcius. Tanah kering 1,500 Ha dan tanah yang dipakai 

untuk pemukiman 900 Ha. Jumlah penduduk yang tercatat secara 

administrasi data terakhir tahun 2015 adalah 3,363 jiwa. Terdiri dari 

941 Kartu Keluarga (KK), jumlah laki-laki 1.761 jiwa, sedangkan 

          
3
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perempuan berjumlah 1,602 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah 

penduduk dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 

N
o 

Jenis 
Kelamin 

Jumla
h 

Persentas
e 

1. Laki-Laki 1.761 52.36% 
2. Perempua

n  
1.602 47.64% 

Jumlah 3.363 100% 
       Sumber : Buku Administrasi Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau, 
Tahun 2015 

Desa ini terdapat satu sungai yaitu : sungai Taras, sungai 

tersebut bermuara langsung ke sungai Marbau Jaya. Sungai tersebut 

bervariasi tergantung pada musim. Pada musim kemarau sungai ini 

akan kering di beberapa titik tertentu, sedangkan pada musim hujan 

sungai ini akan banjir bahkan kadang sampai meluap membanjiri 

perkebunan sawit milik warga Desa Aek Hitetoras.  

Pada umumnya sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk kehidupan, biasanya dipergunakan sebagai tempat untuk 

menangkap ikan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Aek Hitetoras, 

caranya ada yang memancing, menjala, menjaring, dan sebagainya 

karena dengan menangkap ikan ini masyarakat merasa tertolong 

ekonominya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

2.  Mata pencaharian penduduk  

 Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Aek Hitetoras 

dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, 
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seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, 

pedagang, wiraswasta, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.  

 

 

N

o

Jenis 

Pekerjaan 

Ju

ml

ah 

Prose
ntase 
dari 
total 
juml
ah 

pend
uduk 

1
Petani/pekebun

/peternak 

68

5 

20,36

% 

2 Buruh petani 
32

5 

9,66

% 

3
PNS/TNI/POL

RI 
54 1,6% 

4
Karyawan 

swasta 

10

0 

2,97

% 

5 Pedagang 34 
1,01

% 

6 Wirausaha 63 
1,87

% 

7 Pensiunan 15 
0,44

% 

8
Tukang 

bangunan 
35 

1,04 

% 

9 Peternak 41 12,34
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5 % 

1

0

Lain-lain/tidak 

tetap 
45 

1,34

% 

1

1
Tidak bekerja 

1.5

92 

47,33

% 

Jumlah 
3.3

63 

99,93

% 

Sumber : dari data survey potensi ekonomi Desa Aek Hitetoras, Desember 
2015 

 Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Aek 

hitetoras jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 

52,66 %. Dengan demikian dari data tersebut menunjukan bahwa 

warga masyarakat di Desa Aek Hitetoras memiliki alternatif pekerjaan 

selain sektor buruh, tani dan petani. Setidaknya karena irigasi yang ada 

tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian mereka sangat 

tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada 

tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Aek 

Hitetoras secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. 

Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.   

 

3. Agama Penduduk Desa Aek Hitetoras 

Dalam persepektif agama, masyarakat di Desa Aek Hitetoras 

Termasuk Kategori Masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar masyarakat Aek Hitetoras beragama Islam. 

Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan 
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kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu 

perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua 

keanak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam 

mendominasi agama di pendukuhan-pendukuhan Aek Hitetoras.  

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam tokoh-

tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat 

masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti 

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Meskipun begitu, situasi 

kondusif selama ini dapat tercipta dan terjaga.  

Jumlah penduduk Desa Aek Hitetoras berdasarkan agama dapat 

dilihat dalam tabel  3 ini : 

No
. 

Agama 
Jumla

h 
Persentas

e 

1. Islam 3.363 100 % 

2. 
Katholi
k 

0 0% 

3. Kristen 0 0% 

4. Hindu 0 0% 

5. Budha 0 0% 

Jumlah 3.363 100% 

Sumber : Data Dinding (Dokumen Desa) Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, 
Desember 2015 

Dan berdasarkan pengamatan penulis dan tokoh agama data ini belum 

ada pembaharuan sampai tahun 2017.  

Jumlah tempat ibadah Desa Aek Hitetoras dapat dilihat pada tabel 4 ini  
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No Nama Jumlah Persentase 
1. Masjid 8 100% 
2. Pura 0 0% 
3. Gereja 0 0% 
4. Wihara  0 0% 

Jumlah 8 100% 
Sumber : Data Dinding (Dokumen Desa) Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, 

Desember 2015 

 Islam sebagai satu-satunya agama yang dianut warga, 

mendominasi di seluruh pendukuhan yang ada di Desa Aek Hitetoras. 

Selanjutnya pemeluk agama katholik, hindu, budha dan kristen tidak 

ada.  

4. Pendidikan penduduk Desa Aek Hitetoras 

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada 

pendidikannya, karea pendidikan dan pengajaran sesuatu yang sangat 

besar manfaatnya dalam mencapai kemajuan pembangunan. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat 

ditingkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi 

terwujudnya manusia pembangunan yang berkuaitas, serta dapat 

mendatngkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan 

lingkungan.   

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat prekonomian pada 

kuhususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 
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mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan 

mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada 

gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan 

sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan 

lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan 

biasanya akan mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, 

selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.  

Di bawah ini menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga 

Desa Aek Hitetoras pada Tabel 5 : 

N
o 

Pendidika
n terakhir 

Jumla
h 

Persentas
e 

1 Belum 
sekolah  

263 7,82% 

2 Tidak 
pernah 
sekolah  

387 11,5% 

3 Pernah 
sekolah 
SD tapi 
tidak 
tamat  

31 0,92% 

4 Tamat SD 732 21,76% 
5 Tamat 

SLTP 
815 24,23% 

6 Tamat 
SLTA 

1.057 31,43% 

7 Tamat D3 21 0,62% 
8 Tamat  S1 57 1,69 % 

Jumlah 3.363 99,97 
Sumber: Data dinding (Dokumen Desa) Desa Aek Hitetoras,Kecamatan Marbau, 

Desember 2015 

 Jumlah sarana pendidikan di Desa Aek Hitetoras bisa dilihat pada 

tabel 6 ini : 
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No Sarana pendidikan Jumlah 

1. Taman Kanak-kanak  3 unit 

2. Sekolah Dasar (SD) 4 unit 

3 SLTP sederajat  1 unit 

4. SLTA Sederajat 1unit 

5. Perguruan tinggi (PT) Tidak ada 

Jumlah 9 unit 
Sumber : Data Dinding (Dokumen Desa) Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, 

Desember 2015 

 

 

5. Adat Istiadat Penduduk Desa Aek Hitetoras 

Adat adalah cara hidup untuk mengatur keberadaan hubungan antar 

manusia, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok 

karena adat itu juga tidak bisa dilupakan dalam kehidupan sehari-hari 

selama tidak bertentangan denagn ajaran Islam. Maka adat istiadat 

merupakan prilaku yang menjadi kebiasaan sekaligus menjadi 

peraturan bagi masyarakat dalam suatu desa atau organisasi kelompok 

masyarakat seperti lembaga adat. Mengenai adat masyarakat tunduk 

dan taat kepada hukum atau aturan adat yang berlaku.  

 Adat dan Budaya yang dipakai oleh masyarkat Desa Aek 

Hitetoras adalah budaya adat Batak dan sebagian lagi memakai adat 

Jawa. Dalam adat batak ada istilah adat yang dikenal Hela dan Babere. 

Artinya dalam setiap perkawinan antara pihak laki-laki dan 



58 

 

perempuan, maka pihak perempuan masuk ke dalam pihak laki-laki ke 

rumah orang tua laki-laki. Dan garis keturunan diambil dari pihak laki-

laki atau dalam istilah disebut Patrilineal. Hal ini sama dengan adat 

jawa dimana garis keturunan juga diambil dari pihak laki-laki.  

Adapun adat di Desa Aek Hitetoras dalam kelahiran, 

perkawinan, kematian dan kewarisan, akan penulis uraikan sebagai 

berikut : 

1. Kelahiran  

Di daerah Aek Hitetoras upacara kelahiran seoarang anak 

adalah salah satu peristiwa yang sangat membahagiakan bagi orang tua 

terutama apabila anak yang lahir itu anak laki-laki. Kelahiran seorang 

bayi tersebut apabila sudah sampai umurnya 1-2 minggu maka anak 

tersebut akan dibawa keluar rumah atau dengan istilah dipatuekkon 

yang dipandu oleh seorang yang dituakan dalam kampung tersebut dan 

sekaligus dilaksanakan pemotongan rambut oleh seorang anak, 

sekaligus diundang seorang ustadz untuk mendoakan sibayi tersebut 

agar sehat dan menjadi anak yang shaleh /shalehah dan murah rezeki 

sepanjang hidupnya, kemudian sebelum pemotongan rambut sibayi 

tadi orang tua sibayi akan mengumumkan kepada hadirin nama 

anaknya dan didoakan sesuai dengan ajaran Islam.  

 Didalam adat jawa apabila ada kelahiran maka biasanya warga 

datang melihat lalu mendoakan sibayi agar sehat dan murah rezeki 
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serta panjang umurnya lalu setelah 7 sampai 14 hari dari kelahiran 

diadakan aqikah sibayi atau mengayunkan anak ini diundang kaum 

kerabat terdekat dan seorang alim ulama untuk mendoakan sibayi 

secara berjamaah. 

2. Perkawinan 

Masalah perkawinan adat yang dipakai adalah adat batak yang 

disebut dengan adat Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini dimaknai 

sebagai suatu sistem pembagian masyarakat batak atas tiga golongan 

fungsional. Pertama dongan Sabutuha;  meliputi saudara saudara (laki-

laki) semarga. Kedua Boru; pihak marga lain yang lain mengawini 

gadis. Yang ketiga Hula-Hula; pihak pengambilan gadis dalam 

perkawinan. Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam 

adat batak tidak dibolehkan semarga ( marga yang sama antara pihak 

laki-laki dan perempuan), seandainya terjadi perkawinan satu marga, 

maka akan diadakan sanksi bagi mereka diusir dari kelompok 

marganya. Dan tidak diakui lagi sebagai dari bagian masyarakat  

hukum adat tersebut sampai kapanpun dan dicemooh ataupun dihina 

oleh masyarakat. Apabila masih ada dilaksanakan secara adat oleh 

karena hukum adat batak tidak mengatur tentang perkawinan semarga 

tersebut sehingga bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga 

dilakukan secara agama saja.   

3. Kematian  
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Pada masarakat Desa Aek Hitetoras bila salah seorang 

penduduk meninggal dunia, pihak keluarga yang meninggal akan 

menghubungi kaum kerabat yang dekat terlebih dahulu yang ada di 

lingkungan tersebut. Setelah itu baru ada pemberitahuan meninggal 

dan dilakukan pemukulan kentong sebagai pemberitahuan kepada 

masyarakat kampung bahwa ada yang meninggal dunia dikampung 

tersebut.  

Setelah mengetahui siapa yang meninggal, maka masyarakat 

secara spontan akan mendatangi rumah keluarga yang mendapat 

kemalangan tersebut, dan para keluarga dekatnya mengadakan 

musyawarah tentang  dimana tempat pemakamannya dan jam berapa 

dimakamkan, setelah itu baru beberapa orang pergi untuk menggali 

kuburan, dan khusus para ibu-ibu menghibur keluarga yang 

ditinggalkan dengan membaca Al-Qur’an serta surat yasin secara 

berjamaah sambil menunggu kuburan selesai digali dan para familinya 

yang datang dari tempat yang jauh melayat, setelah selesai kuburan 

selesai digali dan para familinya juga sudah datang maka dengan 

segera mayat tersebut segera dimandikan. 

Setelah dimandikan lalu dikapani,  setelah  selesai itu 

dishalatkan.  Sebelum dishalatkan  ahli warisnya mewakili untuk 

meminta maaf kepada seluruh kaum famili yang datang atas segala 

kesalahan yan dilakukan simayat selama hidupnya dan apabila ada 

hutang piutangnya segera berurusan kepada ahli warisnya setelah itu 
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baru dishalatkan. Setelah selesai dishalatkan baru mayat dimasukkan 

kedalam keranda, kemudian sebelum diusung bersama-sama ketempat 

pemakaman para ahli warisnya juga kembali meminta izin kepada 

seluruh penta’ziah seandainya ada suatu perbuatan atau kesalahan yang 

dilakukan al-marhum selama hidupnya di dunia, ahli waris meminta 

kerelaan dengan keikhlasan kepada para penta’ziah. Setelah selesai 

para ahli waris meminta izin baru dijawab oleh salah seorang 

perwakilan dari penta’ziah untuk jawaban rela atau tidaknya 

mengizinkan atas perbuatan atau kesalahan al-marhum. 

Setelah selesai diizinkan barulah dibawa ketempat pemakaman, 

setelah sampai ditempat pemakaman, mayat tersebut dimasukan ke 

liang lahat oleh 2-3 orang dari pihak keluarga untuk menguburkannya, 

sebelum meninggalkan kubur, terlebih dahulu di adakan acara doa 

bersama ditempat pemakaman tersebut. 

Pada malam harinya secara berturut-turut selama tiga malam 

diadakan pembacaan surat Al-Ikhlas dirumah keluarga al-marhum. 

Pada malam ketiga diadakan kenduri guna untuk memintakan doa 

terhadap keluarga yang meninggal tersebut. Acara ini disebut juga doa 

maniga hari. Kemudian pada malam ketujuh juga diadakan kenduri 

dan berdoa  yang dinamakan manujuh hari, dan selanjutnya pada 

malam keempat puluh dan seratus hari diadakan kenduri yang 

dinamakan mengempat puluh hari dan meratus hari, maka habislah 

masanya untuk mengadakan kenduri. 
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4. Kewarisan  

Sistem kewarisan Desa Aek Hitetoras berbeda dengan sistem 

kewarisan yang ada di Minang Kabau, yang mana warisan didesa ini 

turun kepada anak laki-laki. Dalam pembagian harta pusaka juga 

kepada anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kesepakatan ahli 

waris yang ditinggalkan. Jadi apabila ada didesa ini yang ingin 

membagikan harta warisannya biasanya para keluarga mereka 

dikumpulkan dalam satu tempat pada umumnya dirumah anak laki-laki 

tertua dalam kelaurga tersebut setelah  itu mereka mengadakan 

musyawarah bagaimana cara pembagian harta warisan yang 

ditinggalkan orang tua mereka, setelah dapat hasil yang mereka 

sepakati mereka langsung menunjukan harta atau kebun yang 

diperuntukan untuk  si A dan harta atau kebun yang diperuntukan 

untuk si B, tanpa ada melakukan pengukuran atau peninjauan ketempat 

langsung saja menurut taksiran mereka bersama. Biasanya pembagian 

itu mereka pertimbangkan sesuai kehidupan keluarga mereka yang 

telah ada, mana yang paling membutuhkan itu yang dilebihkan 

hartanya akan tetapi yang mendominasi yang paling banyak itu adalah 

kepada anak laki-laki. Kalau masyarakat Desa Aek Hitetoras tidak 

menemukan kesepakatan diantara mereka yang berkeluarga baru 

dibagi sesuai dengan ilmu mawaris.     
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B. Pemahaman Masyarakat Tentang Barang Hantaran Dalam Perkawinan 

Tentang Tradisi Barang Hantaran Dalam Perkawinan di Desa Aek 

Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari 

pribadi manusia yang diberi Allah akal dan pikiran dan perilaku. Prilaku terus 

menerus yang dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila 

kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan  menjadi, kebiasaan orang itu. 

Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan 

masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh 

anggota masyarakat  melekukan prilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun 

kebiasaan itu menjadi adat. 

Hukum adat  merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup 

dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai 

akibat hukum.38 Kebiasaan memberikan Barang Hantaran ini sudah mendarah 

daging di Desa Aek Hitetoras. Apabila keluarga dari seorang laki-laki telah datang 

ke rumah perempuan yang ingin dinikahi maka disitu lah mulai negosiasi 

permintaan dari keluarga perempuan. Dalam hal ini membicarakan mahar, uang 

lamaran, barang hantaran dan lain-lain.39 

Dalam hukum Islam suatu pemberian sebelum pernikahan dikenal dengan 

sebutan mahar yang merupakan suatu kewajiban bagi calon suami yang harus 

dibayar kepada calon istri sebagai hak nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

Al-Qur’an surat An-Nisa Ayat 4 :  
                                                           

38 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Pradnya Pramita, 2006), h 
11  

39 Ponijan, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras, ( 16 Juli 2017 )  
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                               

     

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 

 
 Pemberian itu ialah mahar yang besar dan kecilnya ditetapkan atas 

perstujuan kedua bela pihak, tentu pemberian in harus didasari 

kerelaan sehingga saling mengikhlaskan dan tidak ada penuntutan. 

Semua yang diberikan atas dasar ikhlas. 

 Barang Hantaran tidak diatur dalam Islam. Dan Nabi Muhammad 

juga tidak mengajarkannya, hanya menyebutkan kewajiban membayar 

mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahi.  

 Mahar merupakan syarat sah dari sebuah pernikahan yang 

merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya. Menurut Sayyid 

Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang diberikan oleh mempelai 

laki-laki untuk menikah.40 Sedangkan barang hantaran bukanlah 

termasuk kepada rukun dan syarat yang ditentukan dalam pernikahan 

Islam. Barang hantaran merupakan kebiasaan masyarakat Aek 

Hitetoras yang sampai saat ini masih pertahankan keberadaannya.41 

 Praktek Barang Hantaran merupakan kebiasaan masyarakat Aek 

Hitetoras sebelum melangsungkan pernikahan. Ada Maksud dan tujuan 

dari adanya kebiasaan memberikan Barang Hantaran ini, misalnya 

                                                           
40 Sayyid Sabiq,  Fiqih Sunnah,( Bandung : Al-Ma’arif, 1992), h 53  
41 Temon, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras,( 17 Juli 2017 )  
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bertujuan memudahkan kedua mempelai tidak susah payah membeli 

lagi setelah menikah, sebagai hadiah kepada isteri. Juga dianggap 

sebagai bentuk kasih sayang laki-laki terhadap perempuan yang 

dinikahi.42 Jika ini sebuah kebaikan, lebih baik Barang Hantaran ini 

dibeli setelah menikah, dengan begini akan lebih tampak keserusan 

seorang laki-laki setelah menjadi suami.  

 Adanya Barang Hantaran ini yang tidak termasuk kepada rukun 

dan syarat dalam pernikahan menjadikan suatu pertimbangan kepada 

pihak laki-laki yang akan menikah. Dari berbagai keluarga yang 

menikahkan anak perempuannya meminta Barang Hantaran dengan 

jumlah bervariasi disetiap keluarga. Besarnya perkiraan harga dari 

menyediakan Barang Hntaran ini melebihi dari Jumlah mahar yang 

wajib ditunaikan berdasarkan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Syarat yang ada dalam kebiasaan masyarakat sudah 

menjadi hal yang memberatkan bagi laki-laki tentu sulit bagi laki-laki 

melaksanakan ibadah pernikahan.     

 Ada beberapa manfaat yang terkandung dalam kebiasaan 

memberikan barang hantaran dalam perkawinan. Pertama, sifat saling 

tolong menolong dalam rangka mewujudkan dan memeriahkan resepsi 

perkawinan. Karena dalam hal kebiasan ketika resepsi muda-mudi 

perempuan lansung ke kamar mempelai perempuan untuk memberikan 

kado pernikahan. Maka dalam hal ini secara gengsi keluarga akan 

                                                           
42 Suwardi, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras,( 18 Juli 2017 ) 
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terasa terangkat sebab semuanya lengkap. Kedua, untuk 

menggembirakan isteri. Ketiga, untuk menaikan marwah keluarga 

perempuan karena anak perempuan mereka di lengkapi semuanya 

mahar, uang lamaran dan barang hantaran.43   

 Jika tujuan yang terkandung dalam poin petama dan kedua terasa 

menyimpan sebuah kesombongan dan tentu memberatkan laki-laki, 

maka tidak akan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. 

Mahar yang merupakan rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi 

diberi  keringanan dan batasan terendah. Rasulullah SAW bersabda :  

   وَصَحَّحَهُ اَلحْاَكِمُ , أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ   )خَيـْرُ الَصَّدَاقِ أيَْسَرهُُ ( قاَلَ رَسُولُ اɍََِّ صلى الله عليه وسلم : وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ  

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah 
yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.  

 

Dalam hadis ini Rasulullah SAW selaku tuntunan umat Islam 

mengajarkan kepada kita mempermudah kadar mahar dan tidak 

mempersulit laki-laki yang ingin menikah.  

Sedangkan Barang Hantaran bukan termasuk kepada rukun 

dan syarat dalam pernikahan yang menjadi salah satu faktor 

ditangguhkannya sebuah pernikahan. Karena Barang Hantaran yang 

harus dipenuhi bukan jumlah yang sedikit bila diuangkan dan ini 

belum lagi laki-laki harus membayar uang lamarannya dan uang 

lamaran ini diukur menurut pendidikan dan kedudukan. Jika calon 
                                                           

43. Husnul Azmi Ritonga, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras ( 19 
Juni 2017 )  
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mempelai tamatan SMA maka uang lamaran berkisar 20 juta diluar 

barang hantaran. 44  

Dalam pernikahan yang ada berbagai suku adat yang menjalankannya 

selalu mempunyai cara dan aturannya sendiri sperti yang ada di Desa Aek 

Hitetoras  pihak keluarga Pria akan bernegosiasi dalam menerima permintaan dari 

pihak keluarga perempuan . Oleh karena itu manusia seharusnya kembali kepada 

norma-norma Islam tentang bagaimana harus mengajar, mendidik perempuan dan 

membesarkannya dengan sifat baik, memiliki rasa malu,  menghormati orang lain, 

tidak berlebih-lebihan dalam menentukan maharnya dan tidak membebani suami 

dengan semua tuntutan materi dalam pernikahan, kecuali nafkah yang memang 

sudah menjadi kewajiban suami terhadap isterinya.45 

C. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Barang Hantaran Dalam Perkawinan 

di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu 

Utara 

Dalam Islam tidak menyebutkan adanya Barang hantaran dalam 

perkawinan, namun pemberian wajib dalam pernikahan adalah mahar. Jumlah 

maharpun ulama telah sepakat tidak ada  batasan tertinggi dan bebeda pendapat 

tentang batasan terendahnya. 

Imam Syafi’i, Ahmad, Abi Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalanagan 

tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya segala sesuatu yang 

bisa dijadikan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Imam Malik 

                                                           
44 Syaipul Bahri Nasution, Hasil wawancara di Desa Aekhitetoras ( 20 Juni 

2017 )   
45 Sayyid Sabiq 6 , op cit h 29 
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dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar 

emas, atau perak seberat tiga dirham. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 

paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.46 Semua ulama dari empat 

mazhab mengatakan hanya maharlah kewajiban yang harus dipenuhi mempelai 

laki-laki. Allah SWT berfirman  dalam surat An-nisa ayat 4 : 

                                   

      

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 

 

Ayat di atas  menunjukkan membayar mahar. Yang besar kecilnya 

ditetapkan  atas persetujuan kedua bela pihak, serta mewajibkan membayarkan 

mahar dengan sempurna apabila telah menikah. Allah berfirman dalam surat An-

Nisa ayat  24: 

                        

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban. 

Dalam ayat 24 surat An-Nisa ini Allah menjelaskan bahwa kewajiban laki-

laki membayarkan maharnya kepada isterinya. Bukan karena kesombongan belaka 

namun sebagai penghargaan atas dirinya yang telah menjadi isteri yang telah 

diajarkan oleh syariat Islam dengan tuntuna nabi Muhammad SAW. 

                                                           
46 Tihami dan Sohari Sahrani, op cit h 42 
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Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. 

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ   )أنََّ الَنَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرأَةٍَ عَلَى نَـعْلَينِْ ( عَنْ أبَيِهِ , وَعَنْ عَبْدِ اɍََِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ  وَخُولِفَ فيِ , أَخْرَجَهُ الَترِّ
  ذَلِكَ 

Dari Abdullah Amir Ibnu Rabi'ah, dari ayahnya, Radliyallaahu 'anhu 
bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memperbolehkan nikah 
dengan seorang perempuan dengan (maskawin) dua buah sandal. 
Hadits shahih riwayat Tirmidzi, dan hal itu masih dipertentangkan.47  

 Hadist di atas menunjukkan sebuah anjuran membayar mahar 

berupa benda, yaitu  dua buah sendal kecil namun yang diperlukan 

adalah manfaat dari mahar tersebut yang menjadi pertimbangan rasul. 

Dan dalam hadis lain Nabi Juga menganjurkan dengan hafalan Al-

Quran sebagai mahar. Nabi SAW bersabda :   

ʮَ رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَـفْسِي، فَـنَظَرَ إِليَـْهَا رَسُولُ : حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أنََّ امْرَأةًَ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَتْ 

ئًا جَلَسَتْ فَـقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ ف ـَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلِيَـْهَا وَصَوَّبهَُ، ثمَُّ  ا رأََتِ الْمَرْأةَُ أنََّهُ لمَْ يَـقْضِ فِيهَا شَيـْ : قَالَ طأَْطأََ رأَْسَهُ؛ فَـلَمَّ

اذْهَبْ إِلىَ أهَْلِكَ : اللهِ ʮَ رَسُولَ اللهِ قاَلَ لاَ، وَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَـقَالَ : ʮَ رَسُولَ اللهِ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكَ đِاَ حَاجَةٌ فَـزَوِّجْنِيهَا فَـقَالَ 

ئًا قاَلَ  ئًا فَذَهَبَ ثمَُّ رَجَعَ؛ فَـقَالَ؛ لاَ، وَاللهِ ʮَ رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيـْ انْظرُْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثمَُّ رَجَعَ : فَانْظرُْ هَلْ تجَِدُ شَيـْ

مَا : فَـلَهَا نِصْفُهُ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قاَلَ سَهْلٌ مَالَهُ ردَِاءٌ (ʮَ رَسُولَ اللهِ، وَلاَ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ، وَلكِنْ هذَا إِزاَريِ  لاَ، وَاللهِ : فَـقَالَ 

لمَْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتىَّ طاَلَ مجَْلِسُهُ ثمَُّ قاَمَ، فَـرَآهُ رَسُولُ  تَصْنَعُ ϵِِزاَركَِ إِنْ لبَِسْتَهُ لمَْ يَكُنْ عَلَيـْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لبَِسَتْهُ 

ا جَاءَ، قاَلَ  هَا، قاَلَ  مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قاَلَ : اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَليًِّا فأََمَرَ بهِِ فَدُعِيَ، فَـلَمَّ : وَسُورَة كَذَا؛ عَدَّ

  اذْهَبْ فَـقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بمِاَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ : نَـعَمْ قاَلَ : أتََـقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَـلْبِكَ قاَلَ 

  ʪب القراءة عن ظهر قلب 22: كتاب فضائل القرآن  66: أخرجه البخاري في

                                                           
47 Al Hafidh Al Ahajar Asqalani, ibid h 445  
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 Sahl bin Sa'ad Assa'idi r.a. berkata: Seorang wanita datang kepada 
Nabi saw. dan berkata: Aku datang untuk menyerahkan diriku 
kepadamu. Maka Nabi saw. melihat wanita itu sepuasnya kemudian 
menundukkan kepalanya. Ketika rtikemudian seorang sahabat berdiri 
dan berkata: Ya Rasulullah, jika engkau tidak berhajat pada- , nya 
maka kawinkanlah kepadaku. Nabi saw. bertanya kepadanya: Apakah 
anda mempunyai apa-apa? Jawabnya: Tidak, demi Allah ya 
Rasulullah. Nabi saw. bersabda kepadanya: Pulanglah ke rumahmu 
cari apa-apa (yakni untuk mahar), maka ia kembali dari rumahnya 
dan berkata: Demi Allah tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi saw. 
bersabda: Carilah meskipun cincin besi. Maka pulanglah ia dan 
kembali berkata: Demi Allah tidak ada apa-apa ya Rasulullah 
meskipun cincin besi, tetapi, saya mempunyai ini sarung, separuh 
untuknya. Nabi saw. bertanya: Apakah yang akan anda lakukan terha-
dap kain itu, jika anda pakai dia tidak dapat memakai, dan jika ia 
yang memakai anda pun tidak memakai apa-apa. Maka lama juga 
orang itu duduk, kemudian bangun, dan ketika dilihat oleh Nabi saw. 
dia akan pergi dipanggil kembali dan ditanya: Apa yang anda hafal 
dari Alqur’an? Jawabnya: Aku hafal surat ini dan itu. Beberapa surat 
yang disebutnya. Ditanya oleh Nabi saw.: Apakah benar-benar anda 
hafal? Jawabnya: Ya. Lalu Nabi saw. bersabda: Bawalah wanita itu 
maka aku telah mengawinkan anda dengan mahar apa yang anda 
hafal dari AJqur'an. (Bukhari, Muslim). 
Di lain riwayat: Maka ajarkan kepadanya apa yang anda ketahui dari 
Al-Qur'an itu48. 

 Bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama Islam. Dengan 

dasar dalil yang disampaikan Nabi SAW yang membolehkan seorang 

laki-laki menikahi wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-

Qur’an kepada isterinya.  

 Demikian Allah memberikan sebuah anjuran membayar mahar 

dalam pernikahan, dan juga Nabi Muhamamad telah menerangkan 

dalam hadisnya mengenai pembayaran mahar walau dari sesatu yang 

                                                           
48 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi,  Al-Lu’Lu’Wal Marjan (Semarang : 1993 

) h 228 
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sedikit . karena mahar adalah pemberian yang wajib bagi seorang laki-

laki kepada isterinya sebagai hak isteri dengan kerelaan hati yang 

ikhlas.  

 Dalam adat kebiasaan masyarakat Aek Hitetoras  pemberian saat 

pernikahan tidak hanya mahar, melainkan adanya pemberian lain yaitu 

uang lamaran disamping pemberian barang hantaran.49 Barang 

hantaran yang diberikan sebelum pernikahan adalah berupa tempat 

tidur, lemari, lemari hias, dan isi kamar lainnya. Dan ini diserahkan 

bersamaan dengan uang lamaran, pada pelaksanaannya barang 

hantaran ini lebih besar nominalnya dari mahar.50 Secara tertulis dalam 

kebiasaan adat seperti adat jawa tidak ada menerangkan bahwa harus 

memenuhi semua permintaan keluarga pihak wanita baru 

dilangsungkan pernikahan . ketika semua sudah siap dan mempelai 

laki-laki telah menyiapkan mahar maka pernikahan sudah bisa 

dilaksanakan.51 Juga dalam kebiasaan adat Mandailing ini hanya 

kebiasaan masyarakat desa yang sudah menjadi sebuah tradisi, 

sementara adat Mandailing sendiri belum ada mengatur masalah 

kebiasaan memberi barang hantaran sebelum perkawinan.52     

 Dalam pelaksanaan pernikahan, ada rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi. Salah satunya adalah kewajiban membayar mahar. Jika 

                                                           
49 Fadly Sitorus, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras, ( 21 juni 2017 ) 
50 Soleh Ilham Dani Ritonga, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras, ( 22 

juni 2017 ) 
51 Paidi, Hasil Wawancara  Di Desa Aek Hitetoras ( 23 juni 2017 ) 
52 Binanga Siregar, Hasil Wawancara Di Desa Aek Hitetoras, (24 juni 2017) 
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mahar dan syarat yang lain sudah dipenuhi maka pernikahan bisa 

dilangsungkan. Namun, pada kenyataannya pernikahan yang 

merupakan ibadah sunnah Nabi tidak bisa langsung dilaksanakan, 

sebab adanya unsur lain yang harus dipenuhi sebelum pernikahan. 

Unsur itu adalah keseluruhan dari bawaan yang diminta pihak 

perempuan kepada pihak laki-laki. Membahas tentang tridisi ataupun 

adat, maka dari segi fikih juga telah diatur mengenai adat atau tradisi 

yang disebut ‘Urf. 

 Pengertian ‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang 

baikdab diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah ‘Urf sesuatu 

yang sering dikenal oleh manuisa dan telah menjadi tradisinya, baik 

berupa ucapan atau perbuatannya.53 Sedangkan ‘Urf atau adat menurut 

istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai 

penegrtian yang sama. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan 

antara ‘Urf dan adat.54 

Dari segi kehujjahan baik dan buruk ‘Urf terbagi menjadi dua, 

Yakni: 

a. ‘Urf shahih ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak ramai 

yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak 

                                                           
53 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Rajawali, 

1993) h 134  
54  Ibid, h 134  
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melupakan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah 

(kerusakan). 

b. ‘Urf fasid ialah kebiasaan yang sudah dikenal orang banyak, tetapi 

bertentangan dengan syri’at Islam atau keadaannya memang dapat 

mengundang mudharat ataupun melupakan maslahat.55  

 Maka dari itu secara jelas tidak ada dalil ataupun nash-nash yang 

melarang dari perbuatan pemberian barang hantaran dalam 

perkawinan, sementara perbuatan ini telah dipakai masyarakat banyak. 

Pada halnya kebiasaan memberikan barang hantaran ini hanya 

dilakukan oleh orang lain terdahulu atau keluarga yang terdekat yang 

telah melaksanakn pernikahan untuk anak perempuan mereka lalu 

yang lain meniru dan terus meniru sampai saat ini hingga menjadi 

sebuah kebiasaan. Maka dari itu penulis akan mengambil hukum 

dengan metode Saddu Al-Zari’ah. Sebab setiap perbuatan yang secara 

sadar dilakukan oleh seseoarng pasti mempunyai tujuan tertentu yang 

jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju baik atau 

buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. 

 Pengertian  Saddu Al-Zari’ah secara etimologi adalah kata saddu 

Al-Zari’ah terbagi dua kata, yaitu sadd dan adz-zari’ah kata sadd 

merupakan kata benda abstrak (mashdar) bearti menutup sesuatu yang 

cacat atau rusak.sedangkan adx-zari’ah merupakan kata benda (isim) 

                                                           
55 Uman, Chareul dkk, Uhusul Fiqh 1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) h 

164  
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bentuk tunggal yang berati jalan sarana(wasilah) dan sebab terjadinya 

sesuatu. Ibnu Qoyyim mendefenisikan tentang Dzari’ah, yaitu :“apa-

apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.56Dalam 

karyanya Al-Muafat, Asy-Syatibi bahwa saddu Al-Zari’ah adalah 

“menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada 

sesuatu yang dilarang (mamnu’).57Maka dikaitkan dengan pemberian 

barang hantaran dalam perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa 

Aek Hitetoras. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya dari 

perbuatan mengandung dua sisi (1) sisi yang mendorong untuk 

berbuat,dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi natijah 

(kesimpulan/akibat ) dari perbuatan pemberian barang hantaran dalam 

perkawinan itu. Dengan memandang natijahnya, perbuatan itu ada dua 

bentuk :  

a. Natijahnya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik 

dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.  

b. Natijahnya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah 

buruk, dan karenanya dilarang.  

Maka hukum memberikan barang hantaran adalah mubah 

(boleh),sebab manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Melihat 

bahwa natijahnya baik, dengan tujuan mendorong pihak laki-laki 

untuk bekerja dan juga menyenangkan perasaan calon istri dengan 

                                                           
56 Amir Syrifuddin, Ushul Fiqh 2 ( Jakarta : Kencana 2008 ) h 399  
57 Asy-Syatibih, Almuafaqat Fi Ushul Al-Fiqh, ( Beirut Dara Al-Ma’rifah) h 

257  
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memberikan hadiah berupa barang hantaran walaupun untuk 

digunakan secara bersama. Akan tetapi meskipun ini hukumnya mubah 

(boleh),seperti halnya kaedah fikih yang disampaikan Al-Qarafi 

“ketahuilah seperti halnya  menutup Adzari’ah maka diwajibkan 

membukanya, atau dimakhrukan dan atau dimudahkan .maka washila 

yang haram hukumnya haram sebaliknya wasilah menuju pada yang 

wajib maka hukumnyapun wajib.58  jika pihak laki-lakinya dari 

kalangan menengah ke bawah atau bisa dikatakan kurang mampu 

namun berkeinginan menikah. Maka bagi pihak keluarga perempuan 

lebih baik mempermudahkan dari memberikan barang hantaran bukan 

berarti tidak memberikan apa-apa hanya saja lebih dimudahkan 

jalannya untuk menikah dengan tidak menuntut terlalu banyak yang di 

luar kesanggupan laki-laki dengan  begitu seseorang pemuda tidak 

perlu melajang lama-lama.  

 

  

 

 

 

 

BAB V 

                                                           
58 Syihab Al-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi, Al-Furuq , (Berut : A’lam Al-

kutub t th ) juz 1 h 33 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari uraian teori serta kajian yang terhadap  permasalahan yang 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Dalam praktek pemberian barang hantaran yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Aek Hitetoras, barang hantaran diberikan ketika 

perkawinan akan dilangsungkan. Manfaat yang menjadi alasan  utamanya 

adalah rasa kepedulian laki-laki terhadap calon istri sebagai penghargaan 

kepadanya, sehingga dirasa perlu memberikan barang hantaran sebelum 

menikah. Namun barang hantaran tidak termasuk dalam syarat sah  nikah 

dalam syariat Islam.  

b. Hukum dari pemberian barang hantaran yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Aek Hitetoras adalah mubah (boleh), karena tidak ada dalil yang 

melarangnya. 

 

2. Saran  

a. Kepada masyarakat Desa Aek Hitetoras yang melakukan pemberian 

barang hantaran dalam perkawinan, boleh-boleh saja membuat kebiasaan 

ini namun dalam kadar dan logika yang baik, karena tidak semua 

keinginan bisa dipenuhi semuanya oleh pihak laki-laki sebab ekonomi 

semuanya tidaklah sama. Harus ada rasa pengertian diantara semua pihak 
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sehinngga tidak ada merasa saling merugikan agar ibadah menikah bisa 

dijalankan dengan baik serta berkah. 

b. Kepada ulama yang ada di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara, hendaklah memberikan tausiyah untuk 

memberikan pendalaman agama terutama dalam bidang kajian ibadah 

peminangan dan pernikahan, sehinnga Masyarakat Desa dapat menjalan 

Syri’at Islam dalam setiap sendi kehidupan serta mengetahui apa yang 

diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Yang Bapak ketauhi kapan biasanya Proses pembicaraan mengenai 
barang hantaran dalam perkawinan di Desa  ini ? 

2. Apa tujuan dari praktek pemberian barang hantaran dalam perkawinan 
ini? 

3. Menurut bapak apa yang menjadi alasan keluarga pihak perempuan 
sehingga memberikan syarat membawa barang hantaran ? 

4. Dalam kebiasaan adakah takaran dalam meberikan mahar kepada calon 
mempelai perempuan ? 

5. Dalam tradisi di Desa ini apakah hanya mahar dan barang hantaran 
saja yang haru diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan ? 

6. Seperti apa bentuk atau barang hantaran yang harus dipenuhi ? 

7. Apakah dalam adat itu sendiri ada yang mengatur harus 
memenuhipermintaan mempeli perempuan salah satunya barang 
hantaran ? 

 

                                       


